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Abstrak

Latar Belakang: Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, termasuk kementerian pertahanan. Tujuan: menganalisis reformasi birokrasi
pertahanan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan strategi peningkatan reformasi birokrasi yang
optimal. Metode: Metode kualitatif deskriptif, sumber data primer melalui wawancara, observasi, dan
Diskusi. Teknik analisis data model Creswell (2014) dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Hasil:
Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan masih bersifat administratif dan belum
sepenuhnya mencerminkan transformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Hambatan meliputi; budaya
organisasi konvensional, lemahnya adaptasi digital, kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan, dan
infrastruktur yang masih terbatas. Kesimpulan: Peningkatan capaian reformasi birokrasi pertahanan yang
optimal dapat dilakukan dengan membuat suatu yang satu sama lain merupakan suatu sistem yang saling
berkaitan, tidak parsial, dan dilakukan secara simultan yang meliputi kebijakan dibidang transformasi
kepemimpinan, peningkatan pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, indikator
reformasi birokrasi berbasis pertahanan, dan peningkatan infrastruktur SPBE dan SAKIP.

Kata Kunci : Kepemimpinan; Pertahanan; Reformasi Birokrasi; SAKIP; dan SPBE

Abstrack

Background: Bureaucratic reform is a government agenda aimed at realizing good governance, including
within the Ministry of Defense. Objective: This study aims to analyze defense bureaucratic reform, identify
existing obstacles, and formulate strategies to optimize the implementation of bureaucratic reform.
Method: This research employs a descriptive qualitative method, with primary data collected through
interviews, observations, and discussions. Data were analyzed using the Creswell (2014) analysis model
supported by NVivo 12 software. Results: The implementation of bureaucratic reform in the Ministry of
Defense remains largely administrative in nature and has not yet fully reflected sustainable institutional
transformation. The main obstacles include a conventional organizational culture, weak digital adaptation,
limited human resource capacity, leadership challenges, and inadequate infrastructure. Conclusion:
Optimal improvement of defense bureaucratic reform can be achieved through an integrated and systemic
approach that is non-partial and implemented simultaneously, encompassing leadership transformation
policies, strengthened oversight, enhanced human resource competencies, defense-based bureaucratic
reform indicators, and improved SPBE and SAKIP infrastructure.
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1. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi nasional menjadi agenda strategis pemerintah karena berfungsi sebagai
instrumen utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan,
dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik serta kinerja negara secara
keseluruhan(Krogh & Triantafillou, 2024). Dalam konteks sektor pertahanan, reformasi birokrasi
memiliki urgensi yang lebih kompleks karena sektor ini tidak hanya berorientasi pada pelayanan
publik administratif, tetapi juga memikul fungsi strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan
nasional, dan stabilitas negara. Karakteristik kelembagaan pertahanan yang hierarkis, berbasis
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komando, serta memiliki tingkat kerahasiaan tinggi menuntut desain reformasi birokrasi yang
berbeda dari instansi sipil pada umumnya(Sjamsoeddin, Yusgiantoro, Juni, et al., 2023). Tanpa
reformasi birokrasi yang adaptif dan kontekstual, sektor pertahanan berisiko menghadapi
inefisiensi organisasi, lemahnya akuntabilitas kinerja, serta ketertinggalan dalam pemanfaatan
teknologi dan sistem digital. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di lingkungan pertahanan
bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa
institusi pertahanan mampu berfungsi secara profesional, responsif, dan akuntabel dalam
menghadapi dinamika ancaman militer dan non-militer di era pemerintahan modern(Zhou et al.,
2020).

Namun, hingga saat ini implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan
masih menunjukkan capaian yang belum optimal, sebagaimana tercermin dari indeks Reformasi
Birokrasi sebesar 80%, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar
76,42%, serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,42, yang
keseluruhannya masih berada di bawah kategori “Amat Baik”. Kondisi tersebut
mengindikasikan adanya tantangan struktural, kultural, dan teknis dalam proses transformasi
birokrasi pertahanan menuju organisasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap
dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi digital, serta tuntutan tata kelola
pemerintahan modern(Baa, 2023).

Kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya implementasi reformasi birokrasi di
Kementerian Pertahanan yang mencapai kategori “Amat Baik”, ditandai dengan peningkatan
indeks Reformasi Birokrasi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan
indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara optimal dan berkelanjutan.
Pencapaian tersebut diharapkan mencerminkan transformasi birokrasi pertahanan yang tidak
hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar profesional, adaptif, dan responsif terhadap
dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi digital, serta tuntutan tata kelola
pemerintahan modern yang menekankan efektivitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas
kelembagaan(Anggara, 2025).

Penelitian terdahulu Widianto dan Muslim (2025) menekankan tantangan implementasi
sistem merit dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait resistensi
budaya organisasi dan senioritas, namun belum merumuskan indikator reformasi birokrasi yang
kontekstual bagi sektor pertahanan. Sementara itu, penelitian Faonaso Harefa et al. (2025)
mengkaji transformasi digital dalam reformasi birokrasi pertahanan dan menemukan bahwa
keterbatasan kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan utama, tetapi
kajiannya masih terfokus pada aspek digitalisasi administratif(Pribadi, 2021).

Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian empiris yang secara spesifik
menganalisis reformasi birokrasi sektor pertahanan dengan pendekatan berbasis konteks
kelembagaan dan fungsi keamanan nasional, sehingga indikator dan strategi reformasi masih
didominasi oleh model generik sektor sipil yang kurang adaptif terhadap karakteristik
pertahanan(Raadschelders & Sanders, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kondisi
aktual pelaksanaan reformasi birokrasi pada sektor pertahanan dengan menelaah capaian
kinerja, pola implementasi kebijakan, serta dinamika kelembagaan yang menyertainya. Selain
itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan utama yang
memengaruhi efektivitas reformasi birokrasi, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun
teknis, termasuk aspek kepemimpinan, sumber daya manusia, dan pemanfaatan
teknologi(Boughey, 2021). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan
metode dan strategi penguatan reformasi birokrasi yang lebih efektif, adaptif, dan kontekstual,
sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pertahanan yang profesional, akuntabel,
dan responsif terhadap tuntutan pemerintahan modern(Arif & Dutta, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model reformasi birokrasi sektor
pertahanan yang berbasis konteks, dengan menyesuaikan indikator, strategi, dan instrumen
kebijakan terhadap karakteristik kelembagaan dan fungsi keamanan nasional. Berbeda dari

pendekatan reformasi birokrasi generik sektor sipil, penelitian ini secara empiris
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mengintegrasikan Contingency Theory of Public Management dengan analisis kualitatif NVivo 12
untuk mengidentifikasi hambatan spesifik dan merumuskan strategi reformasi birokrasi
pertahanan yang adaptif dan aplikatif di era digital(Didenko et al., 2020).

2. METODE PENELITIAN

2.1. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali dan
memahami secara mendalam fenomena implementasi reformasi birokrasi sektor pertahanan
melalui penelusuran makna, pola, dan dinamika kelembagaan berdasarkan perspektif para aktor
dan konteks organisasi(Allsop et al., 2022).

2.2. Sumber data dan instrumen Penelitian: Data bersumber dari data primer berupa
wawancara mendalam, forum diskusi, seminar, observasi.

2.3. Teknik Analisis data: Dilakukan menggunakan model analisis data Creswell (2014)
dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk pemetaan, hubungan, dan hierarki
tema(Dhakal, 2022), dan menggunakan landasan teori Contingency Theory of Public Management.
24. Waktu dan tempat Penelitian: Pelaksanaan Penelitian dilakukan mulai Juni sampai
November di 2025 di Badan Teknologi Pertahanan- Kementerian Pertahanan, Jakarta Selatan
Indonesia;

2.5. Validasi Data: Menggunakan Trianggulasi sumber(Suprayitno & Abbas, 2024).

2.6. Proposisi: Secara Teoritis, capaian reformasi birokrasi pertahanan menuju kategori “Amat
Baik” dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian indikator reformasi pertahanan
berbasis pada Contingency Theory of Public Management disertai dengan kepemimpinan
transformatif, penguatan budaya organisasi yang adaptif, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, dan penguatan literasi digital dan sistem informasi komunikasi yang terintegrasi(Melin
et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian:

3.1.1 Kutipan Wawancara:
“Budaya organisasi masih kaku, anggota banyak dan sedikit tugas-tugas organisasi
tetap jalan, pengawasan internal dan ekternal masih bisa dikoordinasikan, literasi
digitasl dan teknologi anggota masih minim, ganti pimpinan juga ganti kebijakan,
pembinaan karier masih melihat senioritas dan kepasitas iya juga, namun tidak pasti”.

Kutipan wawancara tersebut menggambarkan secara jelas kompleksitas persoalan
reformasi birokrasi yang bersumber dari aspek struktural, kultural, dan manajerial dalam
organisasi. Budaya organisasi yang masih kaku menunjukkan rendahnya fleksibilitas dan
resistensi terhadap perubahan, meskipun secara kuantitatif jumlah personel memadai dan tugas
organisasi tetap berjalan secara rutin. Namun, rutinitas ini cenderung bersifat administratif dan
belum mencerminkan efektivitas kinerja yang adaptif(Matthews et al., 2025).

Rendahnya literasi digital dan penguasaan teknologi memperlihatkan adanya kesenjangan
kompetensi SDM yang menghambat transformasi birokrasi berbasis digital. Pergantian
pimpinan yang diikuti perubahan kebijakan mengindikasikan belum terinstitusionalisasinya
arah reformasi, sehingga sangat bergantung pada figur kepemimpinan. Sementara itu,
pembinaan karier yang masih dipengaruhi senioritas, meskipun kapasitas diakui, mencerminkan
inkonsistensi sistem merit. Secara argumentatif, temuan ini menegaskan bahwa reformasi
birokrasi belum berjalan sistemik dan berkelanjutan, serta memerlukan penguatan tata kelola,
kepemimpinan, dan manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi(Harefa et al., 2026).
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3.1.2. Hasil Wawancara, observasi, dan Seminar di analisis NVivo 12, sebagai berikut:
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Gambar 1. Analisis Word Cloud NVivo 12

Berdasarkan hasil Word Cloud NVivo 12 tersebut, tampak bahwa kata “pertahanan”,
“reformasi”, dan “birokrasi” muncul dengan ukuran paling dominan, yang menunjukkan
frekuensi kemunculan tertinggi dalam keseluruhan data kualitatif. Dominasi ketiga kata ini
menegaskan bahwa narasi partisipan secara konsisten berfokus pada isu reformasi birokrasi
dalam konteks sektor pertahanan, bukan sekadar reformasi administrasi umum(Atobishi et al.,
2024). Kata-kata pendukung lain seperti kebijakan, kementerian, strategis, kapasitas,
kelembagaan, teknologi, dan koordinasi memperkuat argumen bahwa reformasi birokrasi
dipahami sebagai proses strategis yang berkaitan langsung dengan tata kelola kelembagaan
pertahanan dan pengambilan keputusan tingkat nasional. Sebaliknya, kemunculan istilah seperti
administratif, konvensional, dan keterbatasan mengindikasikan adanya kritik terhadap praktik
reformasi yang masih berorientasi pada pemenuhan prosedural dan belum sepenuhnya
transformasional. Secara argumentatif, pola ini menunjukkan bahwa partisipan memandang
reformasi birokrasi pertahanan sebagai kebutuhan struktural dan strategis yang menuntut
perubahan sistemik, adaptasi teknologi, serta penguatan kapasitas kelembagaan(Zafarullah &
Kaiser, 2025).

3.2. Diksusi

3.2.1. Interprestasi Temuan Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di sektor pertahanan belum sepenuhnya
dipahami dan dijalankan sebagai proses transformasi kelembagaan yang berkelanjutan,
melainkan masih cenderung bersifat prosedural dan administratif. Kutipan wawancara
mengungkapkan adanya budaya organisasi yang kaku, rendahnya literasi digital dan
pemanfaatan teknologi, serta ketidakstabilan kebijakan akibat pergantian pimpinan yang tidak
diikuti dengan kesinambungan arah reformasi. Selain itu, praktik pembinaan karier yang masih

dipengaruhi oleh senioritas dan belum sepenuhnya berbasis merit mencerminkan lemahnya
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internalisasi nilai profesionalisme dan akuntabilitas(Landa & Pevnick, 2025).

Temuan Word Cloud NVivo 12 memperkuat makna tersebut dengan menunjukkan
dominasi isu “pertahanan”, “reformasi”, dan “birokrasi” yang saling terkait erat, serta
kemunculan istilah pendukung yang menggambarkan dimensi kebijakan, kapasitas, teknologi,
dan kelembagaan. Hal ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi pertahanan dipersepsikan
sebagai agenda strategis yang menyentuh aspek struktural dan tata kelola organisasi, bukan
sekadar pemenuhan dokumen atau indikator formal. Secara substantif, temuan ini bermakna
bahwa keberhasilan reformasi birokrasi pertahanan mensyaratkan perubahan budaya organisasi,
konsistensi kebijakan lintas kepemimpinan, penguatan sistem merit, serta akselerasi transformasi
digital agar reformasi mampu menjawab tuntutan profesionalisme dan dinamika lingkungan
strategis(Andriollo et al., 2021).

3.2.2. Sintesis dengan Contingency Theory of Public Management

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas reformasi birokrasi pertahanan sangat
ditentukan oleh tingkat kesesuaian (fit) antara desain kebijakan, struktur organisasi, dan konteks
lingkungan strategis tempat birokrasi tersebut beroperasi. Contingency Theory berpandangan
bahwa tidak ada satu model manajemen publik yang bersifat universal dan berlaku untuk semua
organisasi. Sejalan dengan temuan penelitian, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian
Pertahanan yang masih bersifat administratif mencerminkan ketidaksesuaian antara pendekatan
reformasi yang generik dengan karakter organisasi pertahanan yang hierarkis, berisiko tinggi,
dan menuntut keamanan informasi. Hambatan berupa budaya organisasi konvensional,
lemahnya adaptasi digital, keterbatasan kapasitas Sumber daya manusia, kepemimpinan, dan
infrastruktur menunjukkan bahwa reformasi belum disesuaikan secara optimal dengan kondisi
internal dan tuntutan lingkungan pertahanan yang dinamis(Harsono et al., 2025).

Penelitian menekankan pendekatan sistemik, terintegrasi, dan simultan secara langsung
memperkuat argumen utama Contingency Theory bahwa keberhasilan reformasi birokrasi
bergantung pada kemampuan organisasi menyesuaikan strategi dan instrumen perubahan
dengan faktor kontingensi yang dihadapi. Transformasi kepemimpinan, penguatan pengawasan,
peningkatan kompetensi Sumber daya manusia, penyesuaian indikator reformasi berbasis
pertahanan, serta penguatan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk respons adaptif
terhadap kompleksitas lingkungan strategis pertahanan(Harefa et al., 2025).

Dengan demikian, reformasi birokrasi pertahanan yang efektif menuntut pendekatan yang
kontekstual dan adaptif, bukan penerapan kebijakan yang bersifat parsial maupun seragam.
Karakteristik organisasi pertahanan yang hierarkis, sensitif terhadap keamanan, serta
berhadapan dengan dinamika ancaman yang kompleks memerlukan desain reformasi yang
disesuaikan dengan kondisi internal, mandat strategis, dan lingkungan eksternal yang dihadapi.
Reformasi yang dilakukan secara parsial berisiko menghasilkan perubahan administratif semata
tanpa menyentuh aspek substantif kelembagaan, budaya organisasi, dan kapasitas sumber daya
manusia. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual memungkinkan integrasi kebijakan, struktur
organisasi, sistem kerja, dan teknologi secara simultan, sehingga reformasi birokrasi tidak hanya
meningkatkan kinerja formal, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan yang
berkelanjutan, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pertahanan negara(Sjamsoeddin,
Yusgiantoro, Saragih, et al., 2023).

3.2.3 Kontribusi Penelitian
Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian administrasi publik
dan reformasi birokrasi melalui penerapan Contingency Theory of Public Management pada sektor
pertahanan. Temuan penelitian menegaskan bahwa efektivitas reformasi birokrasi tidak dapat
dilepaskan dari konteks kelembagaan, fungsi strategis, dan karakteristik organisasi pertahanan,
sehingga indikator dan strategi reformasi yang bersifat generik perlu disesuaikan. Dengan
demikian, penelitian ini memperluas pemahaman teoretis bahwa reformasi birokrasi berbasis
konteks merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kinerja birokrasi yang adaptif dan
5



Reformasi Birokrasi Pertahanan: Implementasi, Hambatan, dan Strategi Penguatan Tata Kelola di Kementerian
Pertahanan

berkelanjutan(Androniceanu, 2021).

Secara praktis, penelitian ini menyediakan pemetaan empiris mengenai hambatan utama
reformasi birokrasi di lingkungan pertahanan, termasuk budaya organisasi yang kaku,
rendahnya literasi digital, lemahnya sistem merit, serta ketidakberlanjutan kebijakan akibat
pergantian kepemimpinan. Temuan ini dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan pengelola
reformasi birokrasi sebagai dasar dalam merancang program penguatan kapasitas sumber daya
manusia, pengembangan budaya organisasi yang adaptif, serta percepatan transformasi digital
yang lebih terarah dan berkelanjutan(Aghahadi et al., 2024).

Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi perumusan
kebijakan reformasi birokrasi pertahanan yang lebih kontekstual dan strategis. Rekomendasi
yang dihasilkan mendorong penyusunan indikator reformasi birokrasi sektor pertahanan yang
spesifik, penguatan tata kelola berbasis sistem merit dan digital governance, serta konsistensi
kebijakan lintas kepemimpinan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam
mendukung pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap tuntutan profesionalisme,
akuntabilitas, dan dinamika lingkungan strategis pertahanan(Digital Government Transformation
in Turbulent Times: Responses, Challenges, and Future, 2020).

3.2.4. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, studi ini menunjukkan perbedaan yang signifikan
baik dari sisi fokus maupun pendekatan analitis. Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang
reformasi birokrasi di Indonesia cenderung memandang reformasi sebagai proses administratif
yang diukur melalui kepatuhan terhadap indikator nasional, seperti SAKIP dan Indeks
Reformasi Birokrasi, serta berfokus pada instansi sipil dengan orientasi pelayanan publik
langsung(Dunleavy & Margetts, 2025). Misalnya, Widianto dan Muslim (2025) menekankan
tantangan implementasi sistem merit dalam institusi TNI, khususnya terkait resistensi budaya
organisasi dan senioritas, namun belum merumuskan indikator reformasi birokrasi yang
kontekstual bagi sektor pertahanan(Da’i Al Fatih et al., 2025).

Sementara itu, Faonaso Harefa (2025) mengkaji transformasi digital dalam reformasi
birokrasi pertahanan dan menemukan bahwa keterbatasan kesiapan SDM dan infrastruktur
teknologi menjadi hambatan utama, tetapi kajiannya masih terfokus pada aspek digitalisasi
administratif. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini secara khusus menempatkan
sektor pertahanan sebagai locus analisis dan mengkaji reformasi birokrasi dari perspektif
kontekstual dengan menggunakan Contingency Theory of Public Management. Selain itu, penelitian
ini memperkaya literatur melalui bukti empiris berbasis analisis kualitatif menggunakan NVivo
12 yang menyoroti dimensi budaya organisasi, kepemimpinan, literasi digital, serta
kesinambungan kebijakan lintas kepemimpinan, aspek-aspek yang relatif kurang dieksplorasi
dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi temuan
terdahuluy, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang lebih adaptif dan relevan bagi reformasi
birokrasi di sektor strategis seperti pertahanan(Li & Ding, 2020).

3.2.5. Perbandingan dengan Negara lain

Penelitian ini menunjukkan pola yang konsisten bahwa reformasi birokrasi di sektor pertahanan
atau militer tidak dapat dicapai hanya melalui kepatuhan administratif, melainkan memerlukan
penyesuaian desain tata kelola yang sesuai dengan konteks organisasi. Studi mengenai Angkatan
Bersenjata Swedia menunjukkan bahwa perubahan lingkungan strategis mendorong organisasi
militer untuk menata ulang sistem kendali manajemen dan komunikasi guna meningkatkan
efektivitas organisasi, namun proses tersebut dihadapkan pada tantangan koordinasi lintas unit
dan resistensi perubahan internal(Suzuki & Hur, 2020).

Sementara itu, kajian tentang Kementerian Pertahanan India (Ministry of Defence/MoD)
menegaskan bahwa prosedur birokratis dan desain kelembagaan memiliki pengaruh signifikan
terhadap kualitas relasi sipil-militer dan efektivitas pengambilan keputusan, sehingga reformasi
menuntut pembenahan institusional yang substantif, bukan sekadar pemenuhan dokumen
kinerja. Dari perspektif transformasi digital, penelitian pada organisasi militer multinasional
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menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada tata kelola informasi,
kesiapan perilaku organisasi, serta kapasitas pengelolaan kualitas informasi, yang sering kali
menjadi kelemahan utama organisasi militer yang masih berada pada fase pra-digital. Secara
keseluruhan, bahwa reformasi birokrasi pertahanan Indonesia perlu bergeser dari pendekatan
generik menuju reformasi berbasis konteks yang menyesuaikan indikator, instrumen kebijakan,
budaya organisasi, kepemimpinan, dan literasi digital dengan Kkarakteristik sektor
pertahanan(Medaglia et al., 2023).

3.2.6. Model Penguatan Reformasi Birokrasi di Kemhan Berbasis Kontektual Organisasi

FEEDEACK
Adanyva Regulasi Yang Perlu diKaji

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME
Fenomena: Teori Reformasi Terdapat
Birokrasi: )
Pelaksanaan Strategi yang
Reformasi 1. New Public efeltif dalam
Birokrasi Marnagement meningkatkan Pertahanan
S [> Theory (NPM) [> i v Negara
Teknolog: 2. Sociotechnical Reformasi, Tercapai dan
Pertahanan Sysrem Theory SAKIP. dan Tangguh
Kementeran 3. Contextual SPERE
Pertahanan Bureaucratic di Batekhan
(Batekhan- Reform Theory Kemhan
Kemhan) 4 M Thoha Theory
Novelty
FEEDBACK —Trmsfm Kepemimpinan
-Kompetensi Sumber Daya
Adanva Regulasi Yang Perlu diKaji Manusia
-Peningkatan Pengawasan
-Penyesuaian Kebijakan
L,| dengan Kontektual Organisasi
-Penguatan Infrastruktur
SAKIP & SPBE

Gambar 2. Model Penguatan Reformasi Birokrasi

Gambar tersebut menggambarkan kerangka analisis konseptual reformasi birokrasi
pertahanan yang disusun secara sistemik melalui alur input-proses-output-outcome dengan
mekanisme feedback regulatif. Pada tahap input, fenomena yang dianalisis adalah pelaksanaan
reformasi birokrasi di Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan, yang secara
empiris masih didominasi pendekatan administratif. Tahap proses menunjukkan landasan
analitis penelitian, yakni integrasi empat kerangka teori utama: New Public Management,
Sociotechnical System Theory, Contextual Bureaucratic Reform Theory, dan Teori Birokrasi Miftah
Thoha. Integrasi teori ini mencerminkan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan
peneliti dengan analisis Creswell (2014) berbantuan NVivo 12, untuk menafsirkan data hasil
wawancara, observasi, dan diskusi secara mendalam dan kontekstual.
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Selanjutnya, tahap output diarahkan pada perumusan strategi yang efektif untuk
meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan SPBE di lingkungan Batekhan-
Kemhan, sebagai respons atas hambatan yang ditemukan, seperti budaya organisasi
konvensional, lemahnya adaptasi digital, keterbatasan kapasitas SDM, kepemimpinan, dan
infrastruktur. Strategi tersebut kemudian bermuara pada outcome, yaitu tercapainya pertahanan
negara yang tangguh melalui birokrasi pertahanan yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
Elemen feedback pada kerangka ini menegaskan perlunya evaluasi dan penyesuaian regulasi
secara berkelanjutan agar reformasi tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi menjadi
transformasi kelembagaan yang berkesinambungan. Dengan demikian, gambar ini secara
konsisten mengarahkan hasil penelitian pada kesimpulan bahwa reformasi birokrasi pertahanan
harus dilakukan secara sistemik, simultan, dan saling terhubung melalui transformasi
kepemimpinan, penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi SDM, indikator berbasis
pertahanan, serta penguatan infrastruktur SPBE dan SAKIP.

3.2.7. Rekomendasi

Kementerian Pertahanan perlu mengambil langkah problem solving yang bersifat strategis dan
terintegrasi dengan menggeser pendekatan reformasi birokrasi dari pola administratif menuju
reformasi berbasis konteks pertahanan. Rekomendasi utama yang wajib dilakukan meliputi
penyusunan indikator reformasi birokrasi sektor pertahanan yang spesifik dan kontekstual, tidak
semata mengadopsi indikator generik sektor sipil, disertai penguatan kelembagaan pengelola
reformasi birokrasi agar memiliki mandat dan daya dorong transformasional(Djatmiko et al.,
2025).

Selain itu, Kementerian Pertahanan perlu memperkuat kepemimpinan transformatif yang
menjamin kesinambungan kebijakan lintas pergantian pimpinan, sekaligus melakukan reformasi
sistem pembinaan karier berbasis merit untuk mengurangi dominasi senioritas. Upaya tersebut
harus diiringi dengan akselerasi transformasi digital pertahanan melalui peningkatan literasi
digital aparatur, penguatan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, serta perubahan
budaya organisasi menuju nilai profesionalisme, adaptivitas, dan akuntabilitas. Implementasi
rekomendasi ini diharapkan mampu mendorong capaian reformasi birokrasi Kementerian
Pertahanan menuju kategori “Amat Baik” secara berkelanjutan dan substantif(Zuiderwijk et al.,
2021).

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian reformasi birokrasi sektor pertahanan menuju
kategori “Amat Baik” tidak dapat dicapai melalui pendekatan administratif dan generik,
melainkan memerlukan kebijakan reformasi birokrasi yang berbasis konteks kelembagaan
pertahanan sebagaimana ditegaskan dalam Contingency Theory of Public Management. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sektor pertahanan yang bersifat hierarkis, strategis,
dan sensitif terhadap keamanan nasional menuntut penyesuaian indikator, instrumen, dan
strategi reformasi birokrasi agar lebih adaptif dan relevan.

Oleh karena itu, efektivitas reformasi birokrasi pertahanan sangat bergantung pada
keberadaan kepemimpinan transformatif yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan lintas
pergantian pimpinan, penguatan budaya organisasi yang profesional dan adaptif terhadap
perubahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem merit yang konsisten,
serta akselerasi transformasi digital yang didukung oleh literasi digital dan sistem informasi
komunikasi yang terintegrasi.

Tanpa integrasi keempat faktor tersebut, reformasi birokrasi berisiko tetap bersifat
prosedural dan tidak menghasilkan perubahan kelembagaan yang berkelanjutan. Penelitian ini
memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu locus penelitian di lingkungan
Kementerian Pertahanan sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke seluruh institusi
pertahanan.

Saran bagi penelitian ke depan, disarankan menggunakan pendekatan mixed methods
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dengan memperluas locus penelitian ke berbagai unit dan institusi pertahanan guna
memperkaya analisis empiris dan menguji model reformasi birokrasi berbasis konteks secara
lebih komprehensif.
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